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4. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah 

surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas 

jumlah pajak yang telah ditetapkan. 

5. Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak 

yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya 

dengan jumlah kredit pajak a tau pajak tidak terutang dan 

tidak ada kredit pajak. 

6. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat 

ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan 

pembayaran pajak karenajumlah kredit pajak lebih besar 

daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

7. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun 

dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang 

dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan 

suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan dan/ atau untuk 

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. 

8. Pemeriksaan Ulang adalah Pemeriksaan yang dilakukan 

terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat 

ketetapan pajak dari hasil Pemeriksaan sebelumnya 

untuk jenis pajak dan Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, 

atau Tahun Pajak yang sama. 

9. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Pemeriksaan yang 

dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang 

adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang 

perpajakan. 

2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2 dihapus, ayat (4), 

ayat (5), ayat (6), dan ayat (9) Pasal 2 diubah, serta di antara 

ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8a), 

sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: 

Pasa1 ·2 

( 1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat 

terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian 
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Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak 

dapat menerbitkan: 

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; atau 

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. 

(2) Dihapus. 

(3) Dihapus. 

(4) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar diterbitkan dalam 

hal terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar 

berdasarkan: 

a. Hasil Pemeriksaan terhadap: 

1. pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; 

2. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam 

jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang KUP dan 

setelah ditegur secara tertulis tidak 

disampaikan pada waktunya se bagaimana 

ditentukan dalam Surat Teguran; 

3. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya 

dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak 

seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen); 

4. kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 28 Undang-Undang KUP atau Pasal 29 

Undang-Undang KUP tidak dipenuhi sehingga 

tidak dapat diketahui besarnya pajak yang 

terutang; 

5. Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib 

Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha 

Kena Pajak secara jabatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a) Undang­

Undang KUP; atau 

6. Pengusaha Kena Pajak tidak melakukan 

penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa 

Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak 

dan/ atau Jasa Kena Pajak dan telah diberikan 

pengembalian Pajak Masukan atau telah 
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mengkreditkan Pajak Masukan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6e) Undang­

Undang PPN; 

atau 

b. dihapus. 

(5) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 

diterbitkan berdasarkan hasil Pemeriksaan Ulang sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang perpajakan. 

(6) Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

dilakukan karena adanya: 

a. keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak 

sendiri se bagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

ayat (3) Undang-Undang KUP; 

b. dihapus; 

c. data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah 

pajak yang terutang termasuk data yang semula 

belum terungkap sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang KUP; atau 

d. dihapus. 

(7) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan 

Pajak Nihil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 A 

ayat (1) Undang-Undang KUP berdasarkan hasil 

Pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan apabila 

jumlah kredit pajak ataujumlah pajak yang dibayar sama 

dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak 

terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada 

pembayaran pajak. 

(8) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan 

Pajak Lebih Bayar dalam hal berdasarkan: 

a. hasil penelitian kebenaran pembayaran pajak 

terhadap permohonan pengembalian kelebihan pajak 

yang seharusnya tidak terutang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang 

KUP terdapat pembayaran pajak yang seharusnya 

tidak terutang; atau 
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b. hasil Pemeriksaan terhadap: 

1. Surat Pemberitahuan terdapat jumlah kredit 

pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih 

besar daripada jumlah pajak yang terutang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) 

Undang-Undang KUP; atau 

2. permohonan pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP terdapat 

jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang 

dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang 

terutang. 

(8a) Termasuk kelebihan pembayaran pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (8) huruf b angka 2, dapat diterbitkan 

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, dalam hal 

berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilanjutkan karena: 

a. Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak ditindaklanjuti 

dengan penyidikan sebagai akibat pengungkapan 

ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang 

KUP yang telah sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya, masih terdapat kelebihan pembayaran 

pajak; atau 

b . penyidikan dihentikan sebagai akibat permintaan 

penghentian penyidikan Wajib Pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 44B Undang-Undang KUP 

diterima oleh Jaksa Agung, masih terdapat kelebihan 

pembayaran pajak. 

(9) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (8) atau ayat (8a) masih dapat 

diterbitkan apabila terdapat data baru, termasuk data 

yang semula belum terungkap, apabila ternyata pajak 

yang lebih dibayar jumlahnya lebih besar daripada 

kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan. 
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3. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 3 diubah, sehingga 

Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 3 

(1) Surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 diterbitkan untuk suatu Masa Pajak, Bagian 

Tahun Pajak, atau Tahun Pajak. 

(2) Surat ketetapan pajak untuk Bagian Tahun Pajak atau 

Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diterbitkan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan 

Pajak Penghasilan. 

(3) Surat ketetapan pajak untuk Masa Pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan Masa 

Pajak yang tercakup dalam Surat Pemberitahuan Masa 

Pajak Penghasilan atau Pajak Pertambahan Nilai. 

(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), surat ketetapan pajak atas Pajak Penghasilan 

Pasal 21 diterbitkan 1 (satu) surat ketetapan pajak untuk 

seluruh Masa Pajak dalam 1 (satu) tahun kalender. 

(5) Surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diterbitkan sesuai dengan Masa Pajak, Bagian 

Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang dilakukan 

penelitian, Pemeriksaan, atau Pemeriksaan Ulang. 

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 4 

(1) Surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 harus diterbitkan berdasarkan nota 

penghi tung an. 

(2) Nota penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibuat berdasarkan laporan hasil penelitian, laporan hasil 

Pemeriksaan, atau laporan hasil Pemeriksaan Ulang. 

,I 
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Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 

pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

(satu) 

(1) Direktur 

ketetapan 

Jenderal 

pajak 

Pasal 4A 

Pajak dapat menerbitkan 

dalam bentuk elektronik 

surat 

dan 

menandatanganinya secara elektronik atau menerbitkan 

surat ketetapan pajak dalam bentuk tertulis dan 

menandatanganinya secara biasa, yang semuanya 

mempunyai kekuatan hukum yang sama. 

(2) Dalam hal surat ketetapan pajak dibuat dalam bentuk 

elektronik, maka tidak dibuat surat ketetapan pajak 

dalam bentuk tertulis. 

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 5 

(1) Surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 harus dikirimkan kepada Wajib Pajak. 

(2) Pengiriman surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dapat dilakukan: 

a. secara langsung; 

b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; 

c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir 

dengan bukti pengiriman surat; atau 

d. secara elektronik dalam hal surat ketetapan pajak 

tersebut diterbitkan secara elektronik. 

7. Pasal 6 dihapus. 

8. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 7 

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan 

Pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun 

Pajak dalam hal: 

a . Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau 

kurang dibayar; 
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b. dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran 

pajak sebagai akibat salah tulis dan/ atau salah hi tung; 

c. Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda 

dan/ atau bunga; 

d. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha 

Kena Pajak, tetapi tidak membuat Faktur Pajak atau 

terlambat membuat Faktur Pajak; 

e. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha 

Kena Pajak yang tidak mengisi Faktur Pajak secara 

lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) 

dan ayat (6) Undang-Undang Pajak PPN, selain identitas 

pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena 

Pajak serta nama dan tanda tangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g 

Undang-Undang PPN dalam hal penyerahan dilakukan 

oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran; 

f. dihapus; 

g. dihapus; atau 

h. terdapat imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan 

kepada Wajib Pajak, dalam hal: 

1. diterbitkan keputusan; 

2. diterima putusan; atau 

3. ditemukan data atau informasi, 

yang menunjukkan adanya imbalan bunga yang 

seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak. 

9. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 8 

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan 

Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 setelah: 

a. meneliti data administrasi perpajakan; 

b. melakukan Pemeriksaan; atau 

c. melakukan Pemeriksaan Ulang. 

10. Pasal 9 dihapus. 

l 
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11. Pasal 10 dihapus. 

12. Pasal 11 dihapus. 

13. Pasal 12 dihapus. 

14. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) 

pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 12A 

(1) Surat Tagihan Pajak diterbitkan paling lama 5 (lima) 

tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya 

Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak. 

(2) Surat Tagihan Pajak untuk PPh Pasal 25 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang­

Undang KUP, diterbitkan atas PPh dalam tahun berjalan 

yang tidak atau kurang dibayar, beserta sanksi 

administratif terhadap Wajib Pajak yang belum 

menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 

dimaksud. 

(3) Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu penerbitan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1): 

a. Surat Tagihan Pajak atas sanksi administratif 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) 

Undang-Undang KUP diterbitkan paling lama sesuai 

dengan daluwarsa penagihan Surat Ketetapan Pajak 

Kurang Bayar serta Surat Ketetapan Pajak Kurang 

Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, 

Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta 

Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan 

jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah; 

b. Surat Tagihan Pajak atas sanksi administratif 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (9) 

Undang-Undang KUP dapat diterbitkan paling lama 

5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan Surat 

Keputusan Keberatan, apabila Wajib Pajak tidak 

mengajukan upaya banding; dan 
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c. Surat Tagihan Pajak atas sanksi administratif 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5d) 

Undang-Undang KUP dapat diterbitkan paling lama 

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal 

Putusan Banding diucapkan oleh hakim Pengadilan 

Pajak dalam sidang terbuka untuk umum. 

15. Ketentuan ayat (3) diubah dan ayat (5) Pasal 13 dihapus, 

sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 13 

(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat 

ketetapan pajak dan/ a tau Surat Tagihan Pajak untuk 

Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 

sebelum Wajib Pajak diberikan atau diterbitkan Nomor 

Pokok Wajib Pajak dan/ atau dikukuhkan sebagai 

Pengusaha Kena Pajak, apabila diperoleh data dan/ atau 

informasi yang menunjukkan adanya kewajiban 

perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak. 

(2) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat 

ketetapan pajak dan/ atau Surat Tagihan Pajak untuk 

Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 

sebelum dan/atau setelah penghapusan Nomor Pokok 

Wajib Pajak atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha 

Kena Pajak, apabila setelah penghapusan Nomor Pokok 

Wajib Pajak atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha 

Kena Pajak, diperoleh data dan/ atau informasi yang 

menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum 

dipenuhi oleh Wajib Pajak. 

(3) Surat ketetapan pajak dan/ atau Surat Tagihan Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) 

diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah 

saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, 

Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 12A. 

(4) Surat ketetapan pajak dan/ atau Surat Tagihan Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan 
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terlebih dahulu mengaktifkan kembali Nomor Pokok Wajib 

Pajak yang telah dihapus. 

(5) Dihapus. 

16. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) 

pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 14A 

( 1) Direktur J enderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan 

Pajak dalam bentuk elektonik dan menandatanganinya 

secara elektronik atau dalam bentuk tertulis dan 

menandatanganinya secara biasa, yang semuanya 

mempunyai kekuatan hukum yang sama. 

(2) Dalam hal Surat Tagihan Pajak dibuat dalam bentuk 

elektronik, maka tidak dibuat Surat Tagihan Pajak dalam 

bentuk tertulis. 

(3) Surat Tagihan Pajak harus dikirimkan kepada Wajib 

Pajak. 

(4) Pengiriman Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), dapat dilakukan: 

a. secara langsung; 

b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; 

c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir 

dengan bukti pengiriman surat; atau 

d. secara elektronik dalam hal Surat Tagihan Pajak 

tersebut diterbitkan secara elektronik. 

Bagian Keenam 

Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang 

Perpajakan 

Pasal 107 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti 

Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1951), diubah sebagai 

berikut: 
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1. Ketentuan angka 1 dan angka 3 Pasal 1 diubah, angka 7 

Pasal 1 dihapus, serta ditambah angka 24, sehingga Pasal 1 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang 

KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja. 

2. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang 

selanjutnya disebut Undang-Undang PBB adalah Undang­

Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang­

Undang Nomor 12 Tahun 1994. 

3. Undang-Undang Bea Meterai adalah Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. 

4. Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 

yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPSP adalah 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. 

5. Tindak Pidana di Bidang Perpajakan adalah perbuatan 

yang diancam sanksi pidana oleh undang-undang di 

bidang perpajakan yang meliputi Pasal 38, Pasal 39, 

Pasal39A,Pasal41,Pasal41A,Pasal41B,Pasal41C,dan 

Pasal 43 Undang-Undang KUP, Pasal 24 dan Pasal 25 

Undang-Undang PBB, Pasal 13 dan Pasal 14 Undang­

Undang Bea Meterai, dan Pasal 41A Undang-Undang 

PPSP. 

6. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun 

dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang 

dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan 

suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
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pemenuhan kewajiban perpajakan dan/ atau untuk 

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. 

7. Dihapus. 

8. Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/ atau 

bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat 

memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang 

atau telah terjadi suatu Tindak Pidana di Bidang 

Perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat 

menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. 

9. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Pemeriksaan yang 

dilakukan untuk mendapatkan Bukti Permulaan tentang 

adanya dugaan telah terjadi Tindak Pidana di Bidang 

Perpajakan. 

10. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang 

selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian 

tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari 

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 

membuat terang Tindak Pidana di Bidang Perpajakan 

yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

11. Informasi adalah keterangan yang disampaikan secara 

lisan maupun tertulis yang dapat dikembangkan dan 

dianalisis untuk mengetahui ada tidaknya Bukti Permulaan. 

12 . Data adalah kumpulan angka, huruf, kata, atau citra yang 

bentuknya dapat berupa surat, dokumen, buku, atau 

catatan, baik dalam bentuk elektronik maupun bukan 

elektronik, yang dapat dikembangkan dan dianalisis 

untuk mengetahui ada tidaknya Bukti Permulaan. 

13. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh 

orang atau institusi karena hak dan/ atau kewajiban 

berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang 

berwenang mengenai dugaan telah atau sedang atau akan 

terjadinya Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. 

14. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan 

oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang 

berwenang untuk menindak menurut hukum orang 
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pribadi atau badan yang telah melakukan Tindak Pidana 

di Bidang Perpajakan yang merugikannya. 

15. Peristiwa Pidana adalah peristiwa yang mengandung 

Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. 

16. Bahan Bukti adalah buku, catatan, dokumen, 

keterangan, data yang dikelola secara elektronik, 

dan/ atau benda lainnya, yang dapat digunakan untuk 

menemukan Bukti Permulaan. 

17. Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah unit 

yang berwenang melakukan Pemeriksaan Bukti 

Permulaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang­

undangan. 

18. Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah 

surat perintah yang diterbitkan oleh kepala Unit 

Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan untuk 

melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan. 

19. Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan 

adalah Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan yang 

diterbitkan karena terjadi perubahan tim pemeriksa Bukti 

Permulaan dan/ atau penggantian Unit Pelaksana 

Pemeriksaan Bukti Permulaan. 

20. Penyegelan adalah tindakan menempatkan tanda segel 

pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak 

dan/ atau tidak bergerak yang digunakan atau patut 

diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk 

menyimpan Bahan Bukti. 

21. Kertas Kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah 

dokumentasi yang dibuat oleh pemeriksa Bukti 

Permulaan mengenai prosedur Pemeriksaan Bukti 

Permulaan yang ditempuh, Bahan Bukti yang 

dikumpulkan, analisis Tindak Pidana di Bidang 

Perpajakan yang dilakukan, serta simpulan yang diambil 

sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Bukti 

Permulaan. 

22. Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah laporan 

yang disusun oleh pemeriksa Bukti Permulaan yang 
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mengungkapkan tentang pelaksanaan, simpulan, dan 

usul tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan. 

23. Laporan Kejadian adalah laporan tertulis tentang adanya 

Peristiwa Pidana yang terdapat Bukti Permulaan yang 

cukup sebagai dasar dilakukan Penyidikan. 

24. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau 

penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan 

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara 

lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang 

ditunjuk oleh Menteri Keuangan. 

2. Ketentuan Pasal 2 diubah dengan menambahkan 2 (dua) ayat 

yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 2 

(1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan 

Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Informasi, 

Data, Laporan, dan Pengaduan. 

(2) Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) yang diterima a tau diperoleh 

Direktur Jenderal Pajak, dikembangkan dan dianalisis 

melalui kegiatan intelijen atau pengamatan. 

(3) Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan dengan indikasi 

kuat adanya Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang 

ditemukan dari hasil pengembangan Pemeriksaan Bukti 

Permulaan a tau Penyidikan dapat langsung 

ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. 

(4) Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang berkaitan 

dengan Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun 

Pajak baik yang belum maupun telah diterbitkan surat 

ketetapan pajak ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan 

Bukti Permulaan sepanJang terdapat indikasi Tindak 

Pidana di Bidang Perpajakan. 

(5) Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan setelah 

diterbitkan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud 
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pada ayat (4) hanya dilakukan atas data baru selain yang 

termuat dalam surat ketetapan pajak. 

(6) Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) dapat dilakukan meskipun telah melewati 

jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berakhirnya Masa 

Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sepanjang 

belum melampaui daluwarsa penuntutan Tindak Pidana 

di Bidang Perpajakan. 

3. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 5 

( 1) Pemeriksa Bukti Permulaan melaksanakan Pemeriksaan 

Bukti Permulaan secara terbuka dalam jangka waktu 

paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 

penyampaian surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti 

Permulaan sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan 

Bukti Permulaan. 

(2) Pemeriksa Bukti Permulaan melaksanakan Pemeriksaan 

Bukti Permulaan secara tertutup dalam jangka waktu 

paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat 

Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan diterima oleh 

pemeriksa Bukti Permulaan sampa1 dengan tanggal 

Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan. 

(3) Apabila pemeriksa Bukti Permulaan tidak dapat 

melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam 

jangka :Vaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau 

ayat (2), pemeriksa Bukti Permulaan dapat mengajukan 

permohonan perpanjangan jangka waktu kepada kepala 

Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan. 

(4) Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan 

dapat memberikan perpanJangan jangka waktu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 12 (dua 

belas) bulan sejak berakhirnya jangka waktu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2). 

/. 
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(5) Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan 

mempertimbangkan permohonan perpanjangan jangka 

waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan 

memperhatikan: 

a. dihapus; 

b. daluwarsa penuntutan Tindak Pidana di Bidang 

Perpajakan; atau 

c. perkembangan penyelesaian Pemeriksaan Bukti 

Permulaan. 

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 15 diubah, sehingga 

Pasal 15 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 15 

(1) Pemeriksa Bukti Permulaan wajib menyampaikan surat 

pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara 

langsung kepada orang pribadi atau badan yang 

dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam hal 

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan secara terbuka. 

(2) Dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka 

dilakukan terhadap orang pribadi, pemeriksa Bukti 

Permulaan menyampaikan surat pemberitahuan 

Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada orang pribadi yang 

dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, keluarga yang 

telah dewasa, atau kuasa. 

(3) Dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka 

dilakukan terhadap badan, pemeriksa Bukti Permulaan 

menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti 

Permulaan kepada wakil, kuasa, atau pegawai dari badan 

yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan. 

(4) Dalam hal penyampaian surat pemberitahuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak 

dapat dilaksanakan, pemeriksa Bukti Permulaan 

menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti 

Permulaan: 

a. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; 

b. melalui faksimile; 
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c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir 

dengan bukti pengiriman surat; atau 

d. secara elektronik. 

5. Ketentuan ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 23 diubah, 

ayat (3) dihapus, serta di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 

1 (satu) ayat yakni ayat (5a), sehingga Pasal 23 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal23 

(1) Orang pribadi atau badan selaku Wajib Pajak yang 

dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka 

dapat dengan kemauan sendiri mengungkapkan 

ketidakbenaran perbuatannya atas tindak pidana: 

a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, sehingga 

dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan 

negara; atau 

b. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya 

tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan 

keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat 

menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 atau Pasal 39 

ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang KUP. 

(2) Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) yaitu surat yang oleh Wajib Pajak digunakan 

untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran 

pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau 

harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan, termasuk: 

a. Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang KUP; 

b. Surat Pemberitahuan Masa sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang KUP; dan 

c. Surat Pemberitahuan Objek Pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang PBB. 

(3) Dihapus. 
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(4) Orang pribadi atau badan selaku Wajib Pajak yang 

dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka 

dapat menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran 

perbuatan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) sepanjang surat pemberitahuan dimulainya 

Penyidikan belum disampaikan kepada penuntut umum 

melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. 

(5) Dalam melakukan pengungkapan ketidakbenaran 

perbuatan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), orang pribadi atau badan selaku Wajib 

Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan 

secara terbuka harus: 

a. menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran 

perbuatannya secara tertulis dan ditandatangani; 

dan 

b. disertai dengan: 

1. penghitungan kekurangan pembayaran jumlah 

pajak yang sebenarnya terutang; 

2. Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi 

lain yang di persamakan se bagai bukti 

pelunasan kekurangan pembayaran jumlah 

pajak yang sebenarnya terutang; dan 

3. Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi 

lain yang dipersamakan sebagai bukti 

pelunasan sanksi administrasi berupa denda 

sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3a) 

Undang-Undang KUP. 

(5a) Pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hurufb angka 2 dan 

pembayaran sanksi administrasi berupa denda 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 3 

merupakan pemulihan kerugian pada pendapatan negara. 

(6) Orang pribadi atau badan selaku Wajib Pajak yang 

dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan menyampaikan 

pengungkapan ketidakbenaran perbuatan kepada kepala 

Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau 
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tempat Objek Pajak diadministrasikan dan tembusannya 

kepada kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti 

Permulaan. 

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 25 diubah, serta ayat (2), 

ayat (4), dan ayat (5) Pasal 25 dihapus, sehingga Pasal 25 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 25 

(1) Dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan ditindaklanjuti 

dengan Penyidikan, pembayaran atas pengungkapan 

ketidakbenaran perbuatan yang tidak memenuhi 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 

ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dan/ atau tidak sesuai 

dengan keadaan yang sebenarnya, diperhitungkan 

sebagai pengurang kerugian pada pendapatan negara 

pada tahap Penyidikan. 

(2) Dihapus. 

(3) Pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran 

perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

dapat dipindahbukukan atau diminta kembali oleh Wajib 

Pajak. 

(4) Dihapus. 

(5) Dihapus. 

7. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 28 

Dalam hal orang pribadi atau badan selaku Wajib Pajak yang 

sedang dilakukan Pemeriksaan dalam rangka menguJ1 

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan: 

a. dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara 

terbuka; atau 

b. dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup 

yang ditindaklanjuti dengan Penyidikan, 

Pemeriksaan ditangguhkan. 
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8. Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 30 

(1) Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dituangkan 

dalam La po ran Pemeriksaan Bukti Permulaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditindaklanjuti 

dengan: 

a. Penyidikan dalam hal ditemukan Bukti Permulaan 

yang cukup; 

b. pemberitahuan secara tertulis oleh kepala Unit 

Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada 

orang pribadi atau badan selaku Wajib Pajak yang 

dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara 

terbuka bahwa tidak dilakukan Penyidikan dalam hal 

pengungkapan ketidakbenaran perbuatan orang 

pribadi atau badan selaku Wajib Pajak telah sesuai 

dengan keadaan yang se benarnya; 

c. dihapus; 

d. penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan oleh 

kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan 

dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang dilakukan 

Pemeriksaan Bukti Permulaan meninggal dunia; atau 

e. penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan oleh 

kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan 

dalam hal tidak ditemukan adanya Bukti Permulaan 

Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. 

(2) Dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan 

secara terbuka, penghentian Pemeriksaan Bukti 

Permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d dan huruf e diberitahukan secara tertulis oleh 

kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan 

kepada orang pribadi atau badan atau kuasa. 
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Bagian Ketujuh 

Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di 

Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara 

Pasal 108 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 55/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Permintaan 

Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk 

Kepentingan Penerimaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 538), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan angka 1 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang 

KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

2. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, yang 

selanjutnya disebut Penyidikan, adalah serangkaian 

tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari 

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 

membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang 

terjadi serta menemukan tersangkanya. 

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 3 

(1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (2) dapat dilakukan setelah Wajib Pajak 

melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang 

tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan 

sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 (tiga) kali 
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jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang 

tidak seharusnya dikembalikan. 

(2) Termasuk pajak yang dilunasi oleh Wajib Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pajak yang 

tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya 

dikembalikan sebagai akibat dari adanya: 

a. penerbitan dan/ atau penggunaan Faktur Pajak, 

bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, 

dan/ atau bukti setoran pajak, yang tidak 

berdasarkan transaksi yang sebenarnya; dan/ atau 

b. penerbitan Faktur Pajak sebelum pengusaha 

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. 

3. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni 

Pasal 1 lA sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 lA 

(1) Dokumen terkait penghentian Penyidikan dapat dibuat 

secara elektronik dan ditandatangani secara elektronik 

atau dibuat secara tertulis dan ditandatangani secara 

biasa, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang 

sama. 

(2) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat dilakukan: 

a. secara langsung; 

b. melalui pos atau Jasa ekspedisi dengan bukti 

pengiriman surat; atau 

c. secara elektronik. 

4. Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diubah 

menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 

lnl. 
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BABV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 109 

(1) Atas Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau 

diperoleh Wajib Pajak sejak berlakunya Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dikecualikan 

dari objek PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yang 

telah dilakukan pemotongan PPh, dapat diajukan permohonan 

pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang 

seharusnya tidak terutang. 

(2) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak 

yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan 

pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. 

Pasal 110 

(1) Jangka waktu tertentu bagi PKP Belum Melakukan Penyerahan 

dan telah melakukan pengkreditan Pajak Masukan atas 

perolehan barang modal sebelum tanggal 2 November 2020, 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri 

lnl. 

(2) Dalam hal PKP Belum Melakukan Penyerahan melakukan 

pembetulan Surat Pemberitahuan Masa PPN pada Masa Pajak 

sebelum tanggal 2 November 2020 yang menyebabkan Surat 

Pemberitahuan Masa PPN menjadi lebih bayar, ketentuan 

pengembalian atas kelebihan Pajak Masukan dilakukan 

berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. 

(3) PKP dapat mengajukan pengurangan atas jumlah pajak yang 

tercantum dalam surat ketetapan pajak sebagaimana diatur 

dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP atas 

surat ketetapan pajak yang diterbitkan sejak tanggal 2 

November 2020 sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri 

ini atas penyerahan BKP dan/ atau JKP sebelum Pengusaha 

dikukuhkan sebagai PKP dengan ketentuan: 
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a. hasil pemeriksaan tidak memperhitungkan Pajak 

Masukan dengan menggunakan pedoman pengkreditan 

Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65; 

dan 

b. PKP tidak menyetujui hasil pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a. 

(4) Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/ atau JKP, impor 

BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/ atau 

pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah 

Pabean yang ditagih dengan ketetapan pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 68 yang diterbitkan sebelum tanggal 2 

November 2020 dapat dikreditkan oleh PKP sepanjang 

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 

ayat (1) dan jumlah PPN yang masih harus dibayar meliputi 

pokok pajak dan sanksi sebagaimana tercantum dalam 

ketetapan pajak telah dilunasi sejak tanggal 2 November 

2020. 

Pasal 111 

Pemberian imbalan bunga dan permohonan pemberian imbalan 

bunga yang belum diselesaikan sampai dengan Peraturan Menteri 

ini berlaku, yang didasarkan pada ketetapan, keputusan, atau 

putusan, yang diterbitkan atau diucapkan: 

a. sebelum tanggal 2 November 2020, diselesaikan sesuai dengan 

ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan 

dan Pemberian Imbalan Bunga sebagaimana telah beberapa 

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 65/PMK.03/2018; atau 

b. sejak tanggal 2 November 2020, diselesaikan sesuai dengan 

ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, 

dan jangka waktu penyelesaian pemberian imbalan bunga paling 

lama 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan yang diajukan sejak 

Peraturan Menteri ini berlaku, diterima secara lengkap oleh KPP. 
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Pasal 112 

Permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak 

yang belum diselesaikan sampai dengan Peraturan Menteri 

ini berlaku, diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran 

Pajak. 

Pasal 113 

(1) Pajak Masukan yang telah dikembalikan atau telah 

dikreditkan oleh PKP yang tidak melakukan penyerahan BKP, 

penyerahan JKP, ekspor BKP, dan/ atau ekspor 

JKP yang seharusnya dibayar kembali sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 ayat (6e) Undang-Undang PPN: 

a. yang telah melewati batas waktu pembayaran kembali 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6f) 

Undang-Undang PPN; dan 

b . belum dilakukan pembayaran kembali sampa1 dengan 

tanggal 2 November 2020, 

diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f Undang-Undang 

KUP. 

(2) Imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan 

dan belum dilakukan pembayaran kembali oleh Wajib Pajak 

sampai dengan tanggal 2 November 2020, ditagih 

dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h Undang-Undang 

KUP. 

Pemeriksaan Bukti 

Pasal 114 

Permulaan yang telah mendapat 

persetujuan perpanJangan jangka waktu Pemeriksaan 

Bukti Permulaan sebelum Peraturan Menteri m1 berlaku, 

diselesaikan sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam 

persetujuan perpanJangan dimaksud berdasarkan ketentuan 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
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239 / PMK. 03/2014 ten tang Tata Cara Pemeriksaan Bukti 

Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. 

Pasal 115 

Permohonan penghentian Penyidikan tindak pidana di bidang 

perpajakan yang belum diselesaikan sampa1 dengan Peraturan 

Menteri m1 berlaku, diselesaikan berdasarkan ketentuan 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 55/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Permintaan 

Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk 

Kepentingan Penerimaan Negara. 

Pasal 116 

( 1) Pengenaan sanksi administratif terhadap: 

a. surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang 

diterbitkan sejak tanggal 2 November 2020 yang memuat 

sanksi administratif berupa bunga, yang penghitungan 

sanksi administratifnya dimulai sebelum tanggal 2 

November 2020; atau 

b. pengungkapan ketidakbenaran peng1s1an Surat 

Pemberitahuan yang diajukan sejak tanggal 2 November 

2020, 

dihitung menggunakan tarif bunga sesuai dengan Keputusan 

Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif bunga 

sebagai dasar penghitungan sanksi administratif berupa bunga 

dan pemberian imbalan bunga yang berlaku un tuk bulan 

November 2020; 

(2) Pengajuan atas: 

a. pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP; dan 

b. permintaan penghentian penyidikan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 44B Undang-Undang KUP, 

yang dilakukan oleh Wajib Pajak sejak tanggal 2 November 

2020, pengenaan sanksi administrasinya sesuai dengan 

U ndang-U ndang KUP; dan 

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP melalui Surat Tagihan 
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Pajak yang diterbitkan sejak tanggal 2 November 2020, 

dilakukan sesuai dengan Undang-Undang KUP. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 117 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2010 

tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan 

Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh 

Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 278); 

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 /PMK.03/2017 

tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen dan 

Dasar Penghitungannya oleh Wajib Pajak Dalam Negeri 

atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri 

Selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa 

Efek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1043) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.03/2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

107 /PMK.03/2017 tentang Penetapan Saat Diperolehnya 

Dividen dan Dasar Penghitungannya oleh Wajib Pajak Dalam 

Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar 

Negeri Selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa 

Efek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

702); dan 

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2018 

tentang Pelaksanaan Pengkreditan Pajak atas Penghasilan dari 

Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1837), 

masih tetap berlaku sepanJang tidak bertentangan dengan 

ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 157 -

Pasal 118 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 

tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau 

Penggantian Faktur Pajak (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 1313); 

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 

tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan 

Bunga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 1630) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2018 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan 

dan Pemberian Imbalan Bunga (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 820); dan 

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2014 tentang 

Saat Penghitungan dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak 

Masukan yang Telah Dikreditkan dan Telah Diberikan 

Pengembalian bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mengalami 

Keadaan Gagal Berproduksi (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 199), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 119 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang ~mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 

Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal · 17 Februari 2021 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

SRI MULYANI INDRAWATI 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 17 Februari 2021 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

WIDODO EKATJAHJANA 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 153 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umum 

u.b. 
Kepala Bagian terian 
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LAMPIRAN I 
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 18.• /PMK.03/2021 
TENTANG 
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 
TENTANG CIPTA KERJA DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN, 
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS 
BARANG MEWAH, SERTA KETENTUAN UMUM DAN TATA 
CARA PERPAJAKAN 

A. CONTOH FORMULIR PERMOHONAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA 

UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI 

FORMULIR PERMOHONAN WARGA NEGARA INDONESIA 
UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI 

• Lengkapi semua isian dalam formulir ini apabila Anda merupakan Warga 
Negara Indonesia yang telah berada di luar Indonesia lebih dari 
183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) 
bulan. 

• Berikan semua fakta mengenai status subjek pajak Anda selama berada 
di dalam . maupun di luar Indonesia. Selain sebagai pemenuhan 
persyaratan lainnya, isian formulir ini akan digunakan untuk meneliti 
status subjek pajak Anda. 

• Lampirkan semua dokumen atau informasi yang diperlukan terkait status 
subjek pajak Anda bersama formulir ini. 

IDENTITAS 
Nama Lengkap Nama Panggilan 

Nomor Identitas Jenis Identitas 

I I I I I I I I D KTP D Paspor 

Nomor Pokok Wajib Pajak 

CD -I I I 1-1~ ~~1- □ -1-~~1-_1 ~-
Ala.mat selama berada di luar Indonesia 

Ala.mat surat menyurat (diisi apabila tidak sama dengan ala.mat di atas) 

Nomor telepon Ala.mat surat elektronik 

Tanggal Lahir Status Perkawinan 

fanggal Bulan Tahun D Kawin D Hidup Berpisah 

[TI [TI I I I D Duda/ Janda D Lajang 
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LAMA MENINGGALKAN INDONESIA 

Berapa lama Anda telah meninggalkan Indonesia? 

Jumlah Harl ~ Jumlah Bulan~ Jumlah Tahure==) 

0 Saya telah meninggalkan Indonesia untuk selamanya dan tidak bereneana kembali bertempat 

tinggal di Indonesia. 

Tanggal Keberangkatan 

fanggal Bulan Tahun 

[I] [I] 
Di n egara man a anda akan tinggal ? 

Apa tujuan Anda meninggalkan Indonesia? 

0Pekerjaan Ocuti 

D Pensiun D Suami/istri dari pihak yang meninggalkan Indonesia 

0Belajar atau mengadakan penelitianOTertanggung dari pihak yang meninggalkan Indonesia 

D Wiraswasta D Lainnya, jelaskan ..... 

INFORMASI UMUM 

Berilah tanda eek (✓) pada kotak yang sesuai dengan keadaan Anda yang se benarnya 

□Anda biasanya tinggal di negara lain dan hanya berada di Indonesia untuk sementara waktu 

selama ...... hari dalam 12 bulan . 

□Anda biasanya tinggal di negara lain , tetapi masuk dan keluar Indonesia pada hari yang sama 

dalam rangka tugas, belajar, atau berbelanja. 

□Anda biasanya tinggal di Indonesia, tetapi meninggalkan Indonesia dalam rangka tugas, belajar, 

atau berbelanja ke negara lain dan kembali ke Indonesia pada hari yang sama. 

0Anda berwisata ke luar Indonesia dan kembali ke Indonesia setelahnya. 

0 Lainnya, jelaskan ..... 

BAGI WNI YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU SEBAGAIMANA 
DIMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT (1) HURUF C, AYAT (2), AYAT (3), AYAT (4), DAN 
AYAT (5) PMK ..... . 

Berilah tanda eek (✓) pada kotak apabila pernyataan di bawah ini sesuai dengan keadaan Anda yang 

sebenarnya 
O Saya bermukim seeara permanen di suatu tempat di luar Indonesia yang bukan merupakan tempat 

persinggahan. 

□ Saya tidak lagi memiliki tempat di Indonesia yang dikuasai atau dapat digunakan setiap saat (at disposal) . 

0 Suami/istri , anak-anak, dan/atau keluarga terdekat saya bertempat tinggal di luar Indonesia. 

0 Sumber penghasilan utama yang saya terima/peroleh berasal dari luar Indonesia. 

Osaya memiliki keanggotaan dalam organisasi keagamaan, pendidikan, sosial, dan/atau 

kemasyarakatan yang diakui oleh Pemerintah negara/yurisdiksi tempat saya berada. 

osaya melakukan kegiatan sehari-hari atau menjalankan kebiasaan di luar Indonesia. 
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D Saya memiliki status sebagai Subjek Pajak Luar Negeri yang dibuktikan dengan keberadaan 

Certificate of Residence yang memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
Omenggunakan bahasa Inggris; 

Omencantumkan informasi nama WNI; 

Omencantumkan informasi tanggal penerbitan; 

Omencantumkan informasi tahun pajak atau periode berlakunya; 

D dibubuhkan nama dan ditandatangani atau diberi tanda setara dengan tanda tangan oleh 

Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B. 

Otahun pajak periode berlaku berakhir setidaknya 6 (enam) bulan sebelum Formulir 

Permohonan ini disampaikan kepada DJP. 

D Saya telah memenuhi kewajiban perpajakan atas seluruh penghasilan yang diterima dan/atau 

diperoleh selama menjadi subjek pajak dalam negeri Indonesia. 

Osaya telah mengisi Formulir Permohonan WNI untuk Ditetapkan sebagai Subjek Pajak Luar Negeri 

ini dengan benar dan lengkap. 

PERNYATAAN SUBJEK PAJAK 

Apakah berdasarkan P3B dengan negara/yurisdiksi mitra Anda merupakan Subjek Pajak di 

negara/yurisdiksi mitra terse but dan bukan Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia? 

□Ya □Tidak 
Apakah Anda merupakan Subjek atas Pajak Penghasilan di negara lain atas seluruh penghasilan Anda 

baik berasal dari dalam maupun dari luar Indonesia? 

□Ya □Tidak 
Apakah Anda merupakan Subjek Pajak dari suatu negara yang tidak memiliki P3B dengan Indonesia? 

□Ya □Tidak 
Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan konfirmasi ke pemerintah negara atau yurisdiksi di mana 

Anda menjadi Subjek Pajak dalam tahun yang berkenaan. 

Direktorat Jenderal Pajak dapat meminta Anda untuk menyampaikan bukti dan/atau dokumen yang 

menunjukkan bahwa penghasilan Anda telah dipotong di negara atau yurisdiksi terse but. 

KETERIKATAN DENGAN INDONESIA 

Manakah dari ikatan berikut yang akan Anda miliki di Indonesia saat tinggal di negara atau yurisdiksi 

lain? Centang (✓) kotak yang sesuai untuk kondisi Anda. 

D Suami atau istri Anda tinggal di Indonesia. Berikan nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, 

kewarganegaraan, dan alamat saat ini dari suami atau istri Anda. Jika Anda dan suami atau istri 

hidup berpisah berdasarkan putusan hukum, item ini tidak berlaku untuk Anda. Sebutkan alasan 

pasangan atau pasangan hukum Anda untuk tinggal di Indonesia: 

0Anda akan meninggalkan anak-anak atau tanggungan di Indonesia. Berikan nama, usia, 

kewarganegaraan, dan alamat saat ini , serta nama dan alamat tempat mereka bersekolah dan kelas 

tempat mereka terdaftar. Jelaskan alasan mengapa mereka tinggal di Indonesia: 

Manakah dari ikatan berikut yang akan Anda miliki di Indonesia saat tinggal di negara atau yurisdiksi 

lain? Centang (✓) kotak yang sesuai untuk kondisi Anda. 
□Anda terus mendukung seseorang di Indonesia yang tinggal di tempat tinggal yang Anda tempati 

sebelum keberangkatan Anda (misalnya: rumah, apartemen, kamar, suite, trailer) . 

□Anda tidak memiliki namun menyewa sebuah tempat tinggal di Indonesia. Tempat terse but akan 

disewakan kepada pihak lain selama periode ketidakhadiran Anda dari Indonesia, dan Anda 

bermaksud untuk memperbarui sewa saat habis masa berlakunya. 
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PETUNJUK PENGISIAN 

SURAT KETERANGAN WARGA NEGARA INDONESIA MEMENUHI 

PERSYARATAN MENJADI SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI 

Nomor (1) 

Nomor (2) 

Nomor (3) 

Nomor (4) 

Nomor (5) 

Nomor (6) 

Nomor (7) 

Nomor (8) 

Nomor (9) 

Diisi dengan Kantor Wilayah DJP tempat Wajib 

Pajak terdaftar. 

Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. 

Diisi dengan nomor dokumen. 

Diisi dengan nama Wajib Pajak. 

Diisi dengan nomor induk kependudukan Wajib 

Pajak. 

Diisi dengan NPWP. 

Diisi dengan saat dimulainya status subjek pajak 

luar negeri. 

Diisi dengan tempat dan tanggal ditandatangani. 

Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat 

penanda tangan. 

www.jdih.kemenkeu.go.id




